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KATA PENGANTAR .

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena

atas berkah dan rahmatnya Pengadilan Negeri Selong Kelas | B telah dapat
menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2018, sesuai surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1435/SEK/OT.01.2/11/2018, tanggal
26 November 2018 Tentang Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018.

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Selong Kelas | B adalah
merupakan gambaran hasil kegiatan yang dicapai berdasarkan program
kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Selong
Kelas | B pada Tahun 2018.

Penyusunan Laporan ini telah kami upayakan sebaik mungkin dan
mudah-mudahan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan mudah-mudahan perencanaan dan
pelaksanaan program yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih baik
dan dengan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan kearah yang
lebih baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua jajaran Pengadilan Negeri
Selong Kelas | B atas kerjasama dan bantuannya serta dukungannya sehingga

Laporan ini dapat diselesaikan.

Selong, 02 Januari 2019
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—
BAB |
PENDAHULUAN .

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal
dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap
dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998
yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari
Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan
diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas
waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal
11 A ayat (1) yang berbunyi :*Pengalihan Organisasi, administrasi dan
Finansial dilaksanakan secara bertahappaling lama 5 Tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku”.

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian
konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21
Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan
lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama
ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial
dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara
dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada
tanggal 31 Maret 2004.

2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial
lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah

Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.



Perjuangan belum berakhir, bahkan Mahkamah Agung harus bekerja
lebih keras untuk menyiapkan masa depan dengan membersihkan diri,
meningkatkan mutu, meningkatkan integritas bekerja, lebih efisien dan
produktif untuk secepat-cepatnya mewujudkan Pengadilan yang
berwibawa, terhormat dan dihormati. Perjalanan menuju “Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia yang Agung” masih panjang karena Satu Atap
adalah satu tanggung jawab dan perkembangan yang dicapai oleh
Mahkamah Agung sejak tahun 2004, dilaporkan kepada publik melalui
Laporan Tahunan dalam sidang terbuka.

Pengadilan Negeri Selong sebagai badan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan tingkat pertama yang dalam
melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lain.

Salah satu upaya untuk memantapkan Sistem Hukum Nasional ialah
melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung
jawab. Pengadilan Negeri Selong sebagai pelaksanan kekuasaan
kehakiman vyaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan terselenggaranya negara
hukum Republik Indonesia.

Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Selong
merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang memutus
perkara pada tingkat pertama yang mencakup semua sengketa tentang
perkara perdata, semua perkara pidana dan semua perkara yang
menyangkut masalah pelanggaran terhadap Undang-undang serta
peraturan-peraturan yang berlaku.

Disamping tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili
serta memutus/menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada
Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Negeri Selong juga melakukan
koordinasi dengan institusi hukum maupun pemerintahan dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Selong guna memberikan arahan maupun
pencerahan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sadar

hukum serta dengan mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin
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tegaknya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan
keadilan dan kebenaran dengan mengarahkan aparatur negara yang
berfungsi melayani masyarakat, serta profesional, berdaya guna,

produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
B. VISIDAN MISI

1. VisI
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi.
Visi Pengadilan Negeri Selong yang merupakan peradilan di bawah
Mahkamah Agung RI mempunyai Visi yang sama dengan Mahkamah
Agung RI, yakni :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SELONG YANG AGUNG”

2. MiSsI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Selong mengacu

kepada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Selong

2.  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri
Selong

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan

Negeri Selong

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar
bagi peran Pengadilan Negeri Selong dalam menjalankan tugas dan
fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, Perencanaan dan
Keuangan. Pengadilan Negeri Selong merupakan lingkungan Peradilan
Umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

I
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menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Selong sebagai
kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat
pertama.

Pengadilan Negeri Selong terus menyadari banyaknya tantangan
terhadap kinerja efisien dalam usahanya untuk mengatasi berbagai
masalah yang dihadapi. Oleh karenanya sudah saatnya Pengadilan
Negeri Selong untuk mengambil langkah konkrit untuk membuat dasar
yang kuat dalam pengembangan jangka panjang dijajaran Pengadilan
Negeri Selong.

Salah satu langkah fundamental yang diambil adalah perencanaan
program kerja untuk pengembangan Pengadilan Negeri Selong dengan
rencana strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi dan kinerja
Pengadilan Negeri Selong dalam rangka pelayanan peradilan yang lebih
baik.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala pada lingkungan Pengadilan negeri Selong.
Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian
diuraikan kedalan rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung
dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumberdaya
manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Selong
baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Selong dalam menjalankan tugas dan fungsinya
tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah
Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di
Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor pendukung maupun penghambat
dalam pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.

1. Strengths (kekuatan) meliputi :
a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Selong beserta segenap pihak

yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri.
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b. Sumber daya manusia yang cukup kompeten.
Koordinasi Internal yang cukup baik.
d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan
tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI).
e. Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
f.  Adanya Akreditasi Penjaminan Mutu dengan kategori A excellent.
2. Weakness (kelemahan) meliputi :
a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata
b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil
c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik
d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum
merata
e. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
(TUPOKSI).
3. Opportunities (peluang) meliputi :
a. Adanyaperaturanperundang-undangansebagailandasanperadilan
b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan
c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau
dariperaturan yang ada
d. Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru
e. Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapat
manjadi motivasi untuk berkembang.
4. Threats (hambatan) meliputi :
a. Terbatasnya sumber dana
b. Terbatasnya sarana dan prasarana
c. Kurangnya sumber daya manusia yang ada.

Indikator Kinerja Utama ( IKU )
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran setrategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan,

sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

I
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No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1 Terwujudnya Proses Peradilan | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
yang Pasti, Transparan dan - Perdata
Akuntabel - Pidana

b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata

- Pidana

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK

e. Persentase perkara pidana anak yang

diselesaikan dengan diversi

f. Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas a. Persentase isi putusan yang diterima oleh
Pengelolaan Penyelesaian para pihak tepat waktu.
Perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan

melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan
Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap

dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yg menarik
perhatian masyarakat yg dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah

diputus
3. Meningkatnya Akses Peradilan | a. Persentase perkara prodeo yang
Bagi Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan b. Persentase perkara yang diselesaikan di

luar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

I
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4, Meningkatnya Kepatuhan Persentase putusan perkara perdata yang

Terhadap Putusan Pengadilan | ditindaklanjuti (dieksekusi)

Program dan Kegiatan

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja
yang telah ditetapkan tersebut meliputi :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :Terwujudnya
proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; Peningkatan
efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; Meningkatnya
kepatuhan terhadap putusan peradilan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal
Meningkatnya kompetensi dan integritas SDM.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal Ikut mendukung peningkatan
pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif
dan efisien.Pengadilan Negeri Selong dalam melaksanakan kegiatan
ini mengacu kepada anggaran, yang telah diketahui dalam Dipa
berjalan. Meskipun terdapat beberapa sarana prasarana yang
dibutuhkan tidak ditampung dalam Dipa, Pengadilan Negeri Selong
selalu melakukan permintaan dan revisi dalam pengadaan sarana

prasarana yang ada.
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BAB 1
STRUKTUR ORGANISAS
DAN PELAYANAN PU

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh
seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya adalah sebagai Pimpinan
Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya
citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan
tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam
mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin
kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua
warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan.

Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial
skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating),
aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya
(controlling). Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan
Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-
tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dipimpin oleh seorang Panitera

yang membawahi:

1. Panitera Muda Perdata.

2. Panitera Muda Pidana.

3. Panitera Muda Hukum.

4. Panitera Pengganti

5. Jurusita/Jurusita Pengganti.
Sedangkan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Selong dipimpin oleh
Sekretaris yang membawabhi:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
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2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan.

Berikut masing-masing TUPOKSI secara lengkap :
1. Ketua Pengadilan :

e Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin/pembangunan.

e Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas
dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi
para Hakim maupun seluruh karyawan.

e Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan
pengawasan atas : Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan
tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan
Jurusita di daerah hukumnya. Masalah-masalah yang timbul.
Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan
Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya. Masalah eksekusi yang
berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan
kepada Mahkamah Agung.

e Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah,
berita acara serta berkas perkara.

e Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau
tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara
secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

2. Wakil Ketua Pengadilan :

¢ Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

e Mewakili ketua bila berhalangan

o Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua

e Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah
pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja
dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan

tersebut kepada ketua.
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3. Hakim :

e Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas
Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara
yang diajukan kepadanya

o Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari
keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-
hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan

4. Panitera :

o Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan

Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus
menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya
perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan

e Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak
ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di
Kepaniteraan

e Membuat salinan putusan

e Menerima dan mengirimkan berkas perkara

e Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang
diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang
ditentukan

5. Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda

Hukum:

e Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.

e Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara

dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya

masing-masing
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6. Panitera Pengganti:

¢ Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana
serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera
Muda yang bersangkutan

7. Jurusita/ Jurusita Pengganti:

e Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas untuk melaksanakan semua
perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.

e Jurusita/  Jurusita Pengganti bertugas menyampaikan
pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan
pemberitahuan putusan pengadilan

e Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan penyitaan atas perintah
Ketua Pengadilan Negeri

e Jurusita/ Jurusita Pengganti membuat berita acara penyitaan, yang
salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

8. Sekretaris:

o Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi
Umum Pengadilan

o Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum,
mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana
di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Temanggung.

o Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab
atas penggunaan anggaran.

o Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab
atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).

9. Kasubbag Umum dan Keuangan :

¢ Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan

e Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat
perkara

¢ Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara
bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang
menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

10. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana:

e Menangani keluar masuk pegawai

I
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¢ Menangani pensiun pegawai

¢ Menangani kenaikan pangkat pegawai

e Menangani mutasi pegawai

¢ Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

11. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

e Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi,
analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk
penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan
penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

e Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem

dan teknologi informasi.

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Selong sampai
dengan 31 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI
(PERMA) Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri Selong tergambar sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SELONG




Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,
untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas diperlukan ketersediaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman/petunjuk bagi para
aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna
layanan (pelanggan) untuk mengetahui/ memahami akan suatu prosedur

pelayanan yang dilakukan oleh aparatur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang
yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat, pengertian Standar
Operasional Prosedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus
dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. SOP dibuat untuk
menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh
pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun matrik SOP Pengadilan Negeri Selong adalah sebagai berikut:

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
| | SOP TEKNIS
1 | Hakim 7 1. SOP Persidangan Perkara

Pidana Biasa.

2. SOP Persidangan Perkara
Pidana Anak.

3. SOP Persidangan Perkara
Pidana Cepat (Tipiring).

4. SOP Persidangan Perkara
Pidana Cepat (Lalu Lintas).

5. SOP Persidangan Perkara
Pidana Praperadilan

6. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan

7. SOP Hakim Pengawas
Bidang.

I
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2 | Kepaniteraan

Pidana

27

© N

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Biasa.
SOP Penanganan Berkas
Perkara Pidana Biasa.
SOP Pidana Singkat
SOP Penanganan Berkas
Perkara Pidana Acara
Pemeriksaan Cepat

SOP Penerimaan Berkas
Perkara Pidana Acara
Pemerikasaan Cepat.
SOP Pendaftaran
PraPeradilan

SOP Pencabutan Banding
SOP Pendaftaran
Permohonan Banding
SOP Penanganan Berkas
Perkara Pelanggaran Lalu
Lintas

SOP Penerimaan Berkas
Perkara Pidana
Pelanggaran Lalu Lintas.
SOP
PenerimaanPermohonan
Banding

SOP Pengiriman Banding
SOP Penerimaan Memori
Banding/ Kontra Memori
Banding

SOP Pencabutan Kasasi
SOP Penerimaan
Permohonan Kasasi

SOP Penerimaan Memori
Kasasi

SOP Pengiriman Kasasi
SOP Pendaftaran
Permohonan PK

SOP Penerimaan
Permohonan PK

SOP Pengiriman Berkas PK
SOP Penerimaan Berkas
Grasi

SOP Pengiriman Berkas
Grasi

SOP Permohonan
Perpanjangan Penahanan
Pasal 25

SOP Permohonan
penahanan Pasal 29 Ayat
(2),(3)

SOP Permohonan
Persetujuan Sita

SOP Pendaftaran
Permohonan Persetujuan
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geledah

27. SOP Penerimaan

Permohonan Kasasi

3 | Kepaniteraan

Perdata

33

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Permohonan

SOP PenerimaanPerkara
Perdata permohonan

SOP Penanganan Register
Perkara Perdata
Permohonan

SOP Pemberitahuan
Penetapan perkara perdata
permohonan.

SOP Pendaftaran Perkara
perdata gugatan

SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Gugatan
SOP Pemberitahuan
putusan perkara perdata
gugatan.

SOP Pemberitahuan
putusan perkara perdata
gugatan verstek.

SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan
Sederhana

SOP Pendaftaran perkara
perdata gugatan sederhana
SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Gugatan
Sederhana

SOP Pendaftaran perkara
Perdata Gugatan Banding
SOP Penerimaan memotri
banding/ kontra memori
banding.

SOP Pencabutan perkara
perdata gugatan banding.
SOP Pengiriman berkas
perkara perdata gugatan
banding.

SOP Pendaftaran Perkara
perdata Gugatan kasasi
SOP Penerimaan Perkara
perdata Gugatan kasasi
SOP Penerimaan memotri
kasasi/kontra memori
kasasi perdata kasasi
SOP Pencabutan perkara
perdata gugatan kasasi.
SOP Pengiriman berkas
perkara perdata gugatan
kasasi.

SOP Pendaftaran perkara
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Perdata gugatan peninjauan
Kembali

SOP Penerimaan perkara
Perdata gugatan peninjauan
Kembali.

SOP Penerimaan memori
peninjauan kembali/kontra
memori peninjauan kembali
SOP Pencabutan perkara
perdata gugatan peninjauan
kembali

SOP Pengiriman berkas
perkara perdata gugatan
peninjauan kembali.

SOP Pemberitahuan
Putusan Perkara Perdata
Gugatan banding
/kasasi/Peninjauan kembali
SOP penerimaan berkas
Perkara Perdata
gugatan/permohonan
Prodeo

SOP Penanganaan Surat
masuk kepaniteraan
perdata

SOP penanganan Surat
keluar Kepaniteraan
Perdata

SOP Pendaftaran
Permohonan Eksekusi
Perdata Gugatan

SOP Penerimaan
Permohonan Eksekusi
Perdata Gugatan

SOP Pelaksanaan
Aanmaning dan eksekusi
perkara perdata gugatan.
SOP Pencatatan urusan-
urusan.

4 | Kepaniteraan

Hukum

15

SOP Pelayanan Surat
Keterangan

SOP Pengelolaan Surat
Masuk

SOP Pengelolaan Surat
keluar

SOP Pembuatan Laporan
bulanan

SOP Laporan pembutan
Empat bulanan

SOP Laporan Pembuatan
Semester (6 Bulanan )
SOP Pembuatan Laporan
Tahunan

SOP Pengarsipan Berkas
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Perkara

SOP Pelayanan Pengaduan
SOP Pengesahan Akta
Notaris

SOP Pelayanan informasi
Prosedur Biasa

SOP Pelayanan Informasi
Prosedur Khusus

SOP Urusan-Urusan
SOP Pelayanan pos
bantuan hukum

SOP Pendaftaran Surat
Kuasa.

5 | Panitera Pengganti

SOP Persidangan Perkara
Pidana Biasa/Anak.

SOP Persidangan Perkara
Pidana Cepat.

SOP Persidangan Perkara
Pidana Lalu Lintas.

SOP Persidangan Perkara
Pidana Praperadilan.

SOP Persidangan Perkara
Pidana Perdata Gugatan.
SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan.

6 | Jurusita / Jurusita

Pengganti

11

SOP Pemanggilan Sidang
Perkara Perdata.

SOP Pemberitahuan lIsi
Penetapan/Putusan
Perkara Perdata.

SOP Pemberitahuan
Putusan Perkara Pidana.
SOP Pemberitahuan
Pernyataan Banding /
Kasasi / Peninjauan
Kembali Pidana.

SOP Pemberitahuan
Pernyataan Banding /
Kasasi / Peninjauan
Kembali Perdata.

SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
Banding / Kasasi / PK
Perkara Perdata.

SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
Banding / Kasasi / PK
Perkara Pidana.

SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK
Perkara Perdata.

SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
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10.

11.

Banding/ Kasasi /PK
Perkara Pidana.

SOP Pemberitahuan
Memeriksa Berkas (inzage)
untuk perkara Banding.
SOP Panggilan Teguran
Aanmaning.

Il NON TEKNIS

4 | Sub Bagian Umum

dan Keuangan

39

SOP perencanaan daftar
isian Pelaksanaan
Anggaran ( Dipa)

SOP Pengelolaan
Admistrasi keuangan

( Pembuatan specimen
tanda tangan )

SOP Penanganan Surat
Masuk Sub bagian
keuanagan

SOP penanganan Surat
Keluar Sub Bagian
Keuangan

SOP Pengelolaan
Admistrasi keuangan
Pembuatan kartu Identitas
Pengantar surat perintah
Membayar ( SPM )/
Pengambil Surat Perintah
pencairan dana ( SP2D)
SOP Pengajuan Uang
Persediaan

SOP Penerbitan SPM-LS
untuk belanja Pegawai

( Pembayaran Gaji Induk )
SOP Penerbitan SPM-LS
Untuk Belanja Pegawai

( pembayaran Uang
lembur)

SOP Penerbitan SPM-LS
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Untuk Belanja Pegawai
Pembayaran Uang makan)
SOP pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus
kinerja (Remunirasi)
Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak

SOP Penerbitan SPM-LS
Belanja Modal

SOP Pencairan honor Piket
Posbakum

SOP Pencairan Uang
Persediaan Untuk Belanja
Barang

SOP Pengelolaan Keuang
Negara bendahara
pengeluaran

SOP Pengelolaan Surat
masuk

SOP Pemngelaan Surat
Masuk Khusus Sub Bag
Umum

SOP pengelolaan Surat
Surat Keluar

SOP resepsionis

SOP Permintaan Barang
alat Tulis kantor (ATK)
SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan
Harian)

SOP Pengelolaan Aplikasi
Simak-BMN (Kegiatan
Harian)

SOP Pelaporan Aplikasi
Persedian

persemester/Pertahun
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(Kegitan harian )

25. SOP Pelaporan Aplikasi
Simak-Bmn Persemester
Pertahunan

26. SOP perawatan dan
pemeliharaan Sarana Dan
prasarana

27. SOP Pengadaan Barang
alat Tulis kantor (ATK)

28. SOP Pengelolaan
Perpustakaan

29. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan

30. SOP Penyusunan Uraian
Tugas Petugas Kebersihan

31. SOP Pengadaan barang
dan jasa

32. SOP Kegiatan Rapat

33. SOP Rutin Pengemudi

34. SOP Pembuatan Surat
Keputusan penggunaan
Dan penghentian
penggunaan BMN

35. SOP Keamanan Kantor

36. SOP Protokoler dan
penerimaan tamu

37. SOP Kebersihan Kantor

38. SOP Protokoler
pengambilan Sumpah
Jabatan

39. SOP Protokoler
Persemayamanan Jenajah

5 | Sub Bagian 22 1. SOP Surat Masuk Dan
Organisasi dan Tata > SsggtBlé(;I;;zn
: g
Laksana 3. SOP Daftar Urut
Kepangkatan
4. SOP Daftar Hadir
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5. SOP Pembuatan Surat
keputusan
6. SOP Kenaikan Pangkat
7. SOP Kenaikan gaji Berkala
8. SOP Pengusulan Cpns
Menjadi PNS
9. SOP Pensiun Dan
Purnabakti
10. SOP Cuti Pegawai/Hakim
11. SOP Sasaran Kinerja
Pegawai ( SKP )
12. SOP Usulan
taspen,carpeg,Karis/Karsu
13. SOP Usulan Bpjs
Kesehatan
14. SOP Update data pegawai
kedalam Aplikasi Sikep
15. SOP SOP Pembuatan
Surat Tugas
16. SOP Hukuman Disiplin
17. SOP Usulan pegawai
Dalam Jabatan Struktural
Dan Fungsional
18. SOP Usulan Mutasi
19. SOP Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah
Jabatan
20. SOP Penghargaan
Satyalancana karya satya
21. SOP Laporan Tahunan Sub
bagian kepegawaian
22. SOP Pengumpulan data
lakip Sub Bagian
Kepegawaian
6 | Sub Bagian 1. SOP Perencanaan Daftar
Perencanaan isian Pelaksanaan
’ Anggaran (Dipa)
Teknologi Informasi 2. SOP Pengajuan Revisi Pok
(Dipa)
dan Pelaporan 3. SOP Perawatan Sipp/Cts
4. SOP Pengelolaan Website
5. SOP Perawatan dan
mengatasi Permasalahan
jaringan
6. SOP Peliputan Dan
pengimputan Website
7. SOP Penghimpunan
laporan
8. SOP Penanganan Surat
Masuk Kasubag
Perencanaan,Tl,dan
pelaporan
9. SOP Penanganan Surat

keluar Kasubag
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Perencanaan, Tl,dan
Pelaporan

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja, maka penailaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan
berorientasi pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang PenilaianPrestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa yang berwenang membuat
penilaian prestasi kerja PNS adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari
PNS yang bersangkutan dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau
pejabat lain yang ditentukan. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk
menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan system

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen
kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek
kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan.
Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kerja dengan target yang ditetapkan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah memberlakukan SKP sejak
terbitnya Surat dari Sekretariat Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2013
tentang “Pencabutan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
036/SEK/PER/VI1/2011 tentang Sasaran Kinerja Individu dan memberlakukan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang
ketentuan pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.”

Setiap tahunnya, Mahkamah Agung RI memerintahkan seluruh badan

peradilan yang berada di bawahnya untuk menginput laporan penilaian prestasi
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kerja PNS pada SIKEP dan menyesuaikannya dengan data SKP yang telah

diisi oleh PNS pada masing-masing Satker.

Selong Tahun 2018 bisa dilihat dalam tabel matrik di bawah ini:

Adapun SKP Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Negeri

Sasaran Kerja Pegawai Jumlah
Kegiatan
AL Nama Jabatan Tahun NED
2018
1 2 3 4
1 WARI JUNIATI, SH., MH. KETUA 14
2 CHITTA CAHYANINGTYAS, WAKIL 6
SH.,MH.
3 ANTON BUDISANTOSO, SH. MH. | HAKIM 7
4 ERNI PRILIAWATI, SH., SE. HAKIM 7
5 YENI EKO PURWANINGSIH, SH., | HAKIM 7
M.Hum
6 YAKOBUS MANU, SH. HAKIM 7
7 ERWIN HARLOND PALIYAMA, HAKIM 7
SH.
8 GALIH BAWONO, SH., MH. HAKIM 7
9 DEWI SANTINI, SH., MH HAKIM 7
10 | TIMUR AGUNG HUGROHO, SH. HAKIM 7
| DEWA MADE AGUNG
11 HARTAWAN, SH. PANITERA 7
12 | MASYKUR, S.IP SEKRETARIS 10
13 | HIKMAWATI, SH. PANMUD PIDANA 15
14 | AZHAR, SH. PANMUD PERDATA 15
15 | ZOHDIN, SH. PANMUD HUKUM 15
KASUBAG
16 RUSKI, SH. KEPEGAWAIAN DAN 15
ORTALA
KASUBAG KEUANGAN
17 | L. MUHAMMAD PARMAN, SH DAN UMUM 15
KASUBAG
18 | HASTA PRAKARSA P, SE. PERNCANAAN, IT DAN 13
PELAPORAN
19 MUKHTAR, SH. PANITERA PENGGANTI 15
20 HARUN, SH PANITERA PENGGANTI 15
21 DRS. H. RAUHIN, SH. PANITERA PENGGANTI 15
22 | YULIANI PANITERA PENGGANTI 15
23 | JOHARIAH PANITERA PENGGANTI 15
24 | SALIM MA'RIP PANITERA PENGGANTI 15
25 | L. ARFIAN MAHFIZ, SH. PANITERA PENGGANTI 15
26 | | KOMANG LANUS, SH. MH. PANITERA PENGGANTI 15
27 | | WAYAN SUHENDA JURUSITA 12
28 | MOH. IHSAN JURUSITA 12
29 MASUJUD JURUSITA PENGGANTI 12
30 NALIP KARMA, SH. JURUSITA PENGGANTI 12
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31 | SUKIRMAN JURUSITA PENGGANTI 12
32 | SUWARNO JURUSITA PENGGANTI 12
33 | HISBUL WATHONI JURUSITA PENGGANTI 12
34 | BAIQ PARIDAH JURUSITA PENGGANTI 12
35 | AHMAD SALABI, SH. JURUSITA PENGGANTI 12
36 | TRIIRVIANI ARTINI, SH JURUSITA PENGGANTI 12
37 | RUDI ISLAM, A.Md. JURUSITA PENGGANTI 12
38 | LALU ARIAN HAPDI JURUSITA PENGGANTI 12
39 | YOGI HADISASMITHA JURUSITA PENGGANTI 12
40 | ALFIAN KHALID, A.Md. STAF 8
41 | MARGARENA JALENDRA P. STAF 5
42 | ROHAENI, SH. STAF 15
43 | HARRY KUSUMA, SH. STAF 8

. Pelayanan Publik Yang Prima

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah program yang
pertama kali dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik
Akreditasi dengan
1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015

penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh

Indonesia dengan membentuk Tim

Internal Surat Keputusan Nomor

untuk  melakukan  penilaian  dan
Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan
penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan
(PRB),

Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan

Reformasi  Birokrasi Standar Pengawasan dari Badan
Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum pada tahun 2014. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu
ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang
Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent — ICPE).

Setelah dilakukan Asistensi Tahap | oleh Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, akhirnya Pengadilan Negeri
Selong mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan nilai “A” (Excellent)
sesuai Surat keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor : TAPM.022/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 terhitung tanggal 31 Juli

2017. Kemudian dilanjutkan Surveilance | yang dilaksanakan oleh Tim
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Akreditasi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27
sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, dan dari hasil surveilance
tersebut Pengadilan Negeri Selong tetap mendapatkan predikat
akreditasi dengan nilai “A” (Excellent).

2. POSBAKUM

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah
jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-
Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum
adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi
hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak
mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak
mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak
serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan
yang berlaku. (Pasal 27)

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa,
mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum
lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang
bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan
prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan
secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum
yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian
informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping
secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa
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dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat
hukumnya. Anggaran untuk pelaksanaan pos pelayanan hukum belanja
jasa konsultan honor advokat/pengacara piket pada tahun 2018 adalah
sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang sudah
terealisasi adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta
rupiah), sehingga tidak ada sisa anggaran Posbakum.

3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Dasar hukum pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Sidang
keliling/Pelayanan terpadu merupakan salah satu bagian dari Pelayanan
Publik yang Prima dengan maksud untuk mendekatkan akses terhadap
pengguna layanan di Pengadilan Negeri Selong. Anggaran untuk
pelaksanaan pos sidang diluar gedung pada tahun 2018 adalah
sejumlah Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima puluh ribu
rupiah).

4. Perkara Prodeo

Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan dan Surat Keputusan Dirjen  Badilum  Nomor
52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan.

Dalam DIPA tahun 2018 Pengadilan Negeri Selong mendapat
anggaran untuk Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 1.580.000,-
(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sepanjang tahun
2018 tidak terdapat permohonan dalam hal Pembebasan Biaya Perkara
dari masyarakat di kabupaten Lombok Timur, sehingga anggaran
perkara prodeo tidak terpakai.
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BAB Il
PEMBINAAN DAN PE

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok perlu adanya
pembinaan dan pengelolaan yang tertib dan berkesinambungan. Upaya
pembinaan dan pengelolaan meliputi:

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas, yang
mendukung pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri
Selong terdiri dari SDM Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis Yudisial, dapat
kami paparkan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial, terdiri dari :

JENIS KELAMIN
No JABATAN PENDIDIKAN
L P | JML
1 | KETUA - 1 1 S2
2 | WAKIL KETUA - 1 1 S2
2 4 S2=4
3 | HAKIM
4 S1=4
4 | PANITERA 1 - 1 S1
6 | PANMUD 2 1 3 S1
1 - 1 S2=1
7 | PANITERA PENGGANTI 4 - 4 S1=40rg
1 2 3 SMA =3 Org
3 1 4 S1=40rg
1 - 1 D3 =1 Org
8 | JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
5 1 6 SMA =6 Org
2 - 2 SMP =2 Org
JUMLAH 25 | 10 35




b.

Sumber Daya Manusia non Teknis Yudisial

an Negeri

JENIS KELAMIN
No JABATAN PENDIDIKAN
L|P | JML
1 | SEKRETARIS 1] - 1 S1
2 | KEPALASUBBAGIAN | 3 | - 3 S1
1 1 2 S1=20rg
3 | STAF 1] - 1 D3=10rg
1 - 1 SMA =1 Org
JUMLAH 7|1 8
Perbandingan Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadil
Selong
No TEKNIS NON TEKNIS JUMLAH
1 35 8 43

Secara lengkapnya profil Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Selong

beserta Jabatannya hingga 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No NAMA JABATAN KETERANGAN
1 2 3 4
1 WARI JUNIATI, SH., MH. KETUA
2 CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., WAKIL
3 Xll\l-i'i'ON BUDISANTOSO, SH. MH. HAKIM
4 ERNI PRILIAWATI, SH., SE. HAKIM
5 YENI EKO PURWANINGSIH, SH., HAKIM
M.Hum
6 YAKOBUS MANU, SH. HAKIM
7 ERWIN HARLOND PALIYAMA, HAKIM
8 gl,:\.l_lH BAWONO, SH., MH. HAKIM
9 DEW!I SANTINI, SH., MH HAKIM
10 | TIMUR AGUNG NUGROHO,SH. HAKIM
| DEWA MADE AGUNG PANITERA
1 HARTAWAN, SH.
12 | MASYKUR, S.IP SEKRETARIS
13 | HIKKMAWATI, SH. PANMUD PIDANA
14 | AZHAR, SH. PANMUD PERDATA
15 | ZOHDIN, SH. PANMUD HUKUM
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16 | RUSKI, SH. KASUBBAG KP/ORTALA
17 | L. MUHAMMAD PARMAN, SH KASUBBAG UMUM/KU
18 | HASTA PRAKARSA P. SE KASUBBAG PTIP
19 | MUKTAR, SH. PP
20 | HARUN, SH PP
21 | DRS. H. RAUHIN, SH. PP
22 | YULIANI PP
23 | JOHARIAH PP
24 | SALIM MA'RIP PP
25 | L. ARFIAN MAHFIZ, SH. PP
26 | | KOMANG LANUS, SH. MH. PP
27 | IWAYAN SUHENDA JS
28 | MOH. IHSAN JS
29 | MASUJUD JSP
30 | NALIP KARMA, SH. JSP
31 | SUKIRMAN JSP
32 | SUWARNO JSP
33 | HISBUL WATHONI JSP
34 | BAIQ PARIDAH JSP
35 | AHMAD SALABI, SH. JSP
36 | TRIIRVIANI ARTINI, SH JSP
37 | RUDI ISLAM, A.Md. JSP
38 | LALU ARIAN HAPDI JSP
39 | YOGI HADISASMITHA, SH. JSP
40 | ALFIAN KHALID, A.Md. STAF
41 | MARGARENA JALENDRA P. STAF
42 | ROHAENI, SH. STAF
43 | HARRY KUSUMA, SH. STAF
- Profil Tenaga Honorer
No NAMA TUGAS KETERANGAN
1 2 3 4
1 SURYA ATMAJA Satpam
2 HARIADI Satpam
3 ARNI HANDAYANI Staf Kepaniteraan Pidana
4 BENNY HAROLD C. A. Staf Kepaniteraan Pidana
5 RAHMAT HIDAYATULLAH Staf Sub Bag. PTIP / Driver
6 FITRIAH CANDRAWATI Staf Sub Bag. Umum & Keuangan
7 ERNA PURNAWATI Staf Kepaniteraan Perdata
8 DWI KUSUMAWATI Staf Kepaniteraan Perdata
9 M. SYAKRONI Staf Kepaniteraan Perdata
10 | L. SATRIAWAN ADI BHAKTI Staf Kepaniteraan Perdata
11 | SAIPUN NASRI Staf Sub Bag. Umum & Keuangan
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Jumlah seluruhnya : 11 orang, yang difungsikan selain sebagai satpam
juga diperbantukan diruang-ruangan sebagai pengadministrasi umum pada
bagian masing-masing. Dengan demikian keadaan Personil SDM pada
Pengadilan Negeri Selong Tenaga Teknis/Non Teknis sebanyak 43 Orang dan
ditambah dengan Honorer sebanyak 11 Orang, jumlah keseluruhan adalah 54
Orang.

1. Mutasi

Bahwa pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Selong terdapat 3
(tiga) orang terdiri dari 1 (satu) KPN, 1 (satu) Hakim dan 1 (satu)
Kasubbag yang dimutasi ke pengadilan negeri lain, yakni :
1. SRI SULASTRI, SH., MH yang dimutasi ke Pengadilan Negeri
Bangil sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bangil
2. YOGA PERDANA,SH.yang dimutasi ke Pengadilan Negeri Bangil
sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil
3. REGINA HILDARIA TOBING, SE.yang dimutasi ke Pengadilan
Negeri Mataram sebagai Staf pada Pengadilan Negeri Mataram.

2. Promosi

Pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Selong terdapat 1 (satu)
orang yang mendapatkan promosi untuk mengisi jabatan Kasubbag yang
telah ditinggalkan oleh pejabat lama, yakni :

1. HASTA PRAKARSA PRONOSUMARTO, SE., menjabat sebagai
Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan yang sebelumnya
dijabat oleh REGINA HILDARIA TOBING, SE. yang telah dimutasi
ke Pengadilan Negeri Mataram.

2. Pensiun

Bahwa pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Selong tidak

terdapat pegawai yang purnabhakti/ pensiun.

3. Diklat

Sepanjang tahun 2018, pada pengadilan Negeri Selong yang
mengikuti diklat ada 3 (tiga) orang, yaitu :
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NO NAMA JABATAN JENIS KEGIATAN
- SRI SULASTRI, SH.MH. - KETUA Dalam rangka kegiatan
- YOGA PERDANA, SH. - HAKIM BIMTEK Sistem Informasi
1 - | DEWA MADE AGUNG H, SH. - PANITERA Penelusuran Perkara
- HIKMAWATI, SH. - PANMUD PIDANA
- | KOMANG LANUS, SH.MH. - PP
- YOGI HADISASMITHA, SH. - JSP
Pelatihan pemantapan kode
2 ;waﬁ AGUNG NUGROHO, HAKIM etik dan pgdoman rFJJriIaku
T hakim
s |-YOGAPERDAVA SH.
- GALIH BAWONO, SH.MH.
perempuan korban KDRT.
- WARI JUNIATI, SH.MH. - KETUA Kegiatan pembinaan teknis
4 - | DEWA MADE AGUNG H, - PANITERA dan administrasi yudisial
SH.
- MASYKUR, S.IP. - SEKRETARIS
Dalam rangka Fit and
5 ERNI PRILIAWATI, SH.SE. HAKIM Propertest Calon wakil
ketua PN
Uji kelayakan dan
6 | DEWA MADE AGUNG H, PANITERA kepatutan bagi. panitera di
SH. lingkungan Dirjen Badan
Peradilan Umum MA RI.
Pengukuran dampak
- CHITTA CAHYANINGTYAS, | - WAKIL KETUA | Kineria Komisi Yudisial RI
7. | SH.MH. f?'F"j‘” ;’V".rksr}F’p .
rofesionalisme dan
- DEWI SANTINI, SH.MH. - HAKIM Integritas’ Pidana di PT.
NTB

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa perkara yang Putus

Jumlah sisa perkara yang putus pada Pengadilan Negeri Selong Tahun
2018 dapat dilihat dalam tabel dibawabh ini :

: Perkara ;
. Sisa + Sisa Keterangan
No Jenis Perkara Masuk Yang perkara
Diputus
1 Pidana Biasa 265 218 47 Sisa 2017 = 16
5 Pidana Cepat 33 33 . -
3 Pidana Khusus Anak 11 11 - Sisa 2017 =1
4 Perdata Gugatan 188 128 60 Sisa 2017 = 55
5 Perdata Gugatan o 21 4 Sisa 2017 =0
Sederhana
6 Perdata Permohonan 94 92 2 Sisa 2017 = 2

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri

Selong Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
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Sisa + Perkara E?;E?Jg
i Keterangan
No Jenis Perkara Masuk D?(auqc%s Tepat g
P Waktu

1 | Pidana Biasa 265 218 218 Sisa 2017 = 16
2 | Pidana Cepat 33 33 33 -

3 | Pidana Praperadilan 4 4 4 -

4 | Pidana Khusus Anak 11 11 11 Sisa 2017 =1
5 | Perdata Gugatan 179 125 125 Sisa 2017 =55
6 | Bantahan 9 3 3 Sisa 2017 =0
7 | Perdata Gugatan 25 21 21 Sisa 2017 = -

Sederhana
8 | Perdata Permohonan 95 93 93 Sisa 2017 =1

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi

dan PK
a. Banding.
: Perkar Perkara yan
No Jenis Perkara I\S/II::qur( $ana;a BP:;E?;Z tida_lzl ’
Diputus banding
1 | Pidana Biasa 265 218 7 258
2 | Pidana Cepat 33 33 2 31
3 | Pidana Praperadilan 4 4 - -
4 | Pidana Khusus Anak 11 11 - -
5 | Perdata Gugatan 179 125 56 76
6 | Bantahan 1 - 1 2
7 | Perdata Gugatan 25 21 - 21
Sederhana
8 | Perdata Permohonan 95 93 - 93
b. Kasasi
. Sisa + Perkara Perkara | Perkarayang
No Jenis Perkara Masuk Yang Kasasi | tidak kasasi
Diputus
1 | Pidana Biasa 265 218 3 262
2 | Pidana Cepat 33 33 - -
3 | Pidana Praperadilan 4 4 - -
4 | Pidana Khusus Anak 11 11 - -
5 | Perdata Gugatan 179 125 25 22
6 | Bantahan 1 - - -
7 | Perdata Gugatan 25 21 - -
Sederhana
8 | Perdata Permohonan 95 93 - -

34




c. Peninjauan Kembali

: Perkara
. Sisa + Perkara | Perkarayang
No Jenis Perkara Masuk Yang PK tidak PK
Diputus
1 | Pidana Biasa 265 218 - -
2 | Pidana Cepat 33 33 - -
3 | Pidana Praperadilan 4 4 - -
4 | Pidana Khusus Anak 11 11 - -
5 | Perdata Gugatan 179 125 17 -
6 | Bantahan 1 - - -
7 | Perdata Gugatan 25 21 - -
Sederhana
8 | Perdata Permohonan 95 93 - -
4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi.
Perkara :
: Perkara Berhasil
No Jenis Perkara Masuk Yang Mediasi Keterangan
Diputus
1 | Pidana Gugatan 158 94 6 -
5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi.
Perkara :
: Perkara Berhasil
No Jenis Perkara Masuk Yang Diversi Keterangan
Diputus
1 | Pidana Khusus Anak 10 11 - -

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Selong melaksanakan
pengadaan sarana lingkungan kantor yakni renovasi pagar tembok
kantor dan papan nama kantor, serta pembangunan tempat parkir
kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan tahun 2018,Pengadilan Negeri
Selong mendapat anggaran untuk melaksanakan pengadaan sarana
dan prasarana yang meliputi:

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

- Pengadaan Sarana Lingkungan Gedung dan Bangunan
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Pengadaan Sarana Lingkungan Gedung dan Bangunan

1 Pekerjaan Pagar/Tembok dan papan 246,75 1.060.000 | 261.555.000
kantor M2

> Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir 75 M2 1.141.551 85.616.000
Kendaraan Roda 4

3 Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir 91,25 948.163 86.519.000
Kendaraan Roda 2 M2

4 | Perencanaan 1 KEG 29.760.000 29.760.000

5 | Pengawasan 1 KEG 21.693.000 21.693.000

6 | Administrasi Proyek 1 KEG 15.000.000 15.000.000

Il. | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran/ Meubelair

1 | Meja Perpustakaan 1 UNIT 4.000.000 4.000.000

2 | Meja Mediasi 1 UNIT 5.000.000 5.000.000

3 | Lemari Arsip 6 UNIT 8.300.000 49.800.000

4 | Lemari Arsip 2 Sisi 2 UNIT | 17.450.000 34.900.000

5 | Meja Loby Siku 1 UNIT 4.000.000 4.000.000

6 | Meja Rapat 8 UNIT 3.500.000 28.000.000

7 | Lemari Ketua 4 UNIT 6.250.000 25.000.000

8 | Lemari Wakil Ketua 1 UNIT 9.750.000 9.750.000

9 | Meja Majelis Hakim 2 UNIT 7.850.000 15.700.000

10 | Meja PH/Penggugat/Tergugat 4 UNIT 2.950.000 11.800.000

11 | Meja Panitera Pengganti 2 UNIT 2.625.000 5.250.000

12 | Penyekat Ruang Sidang 2 UNIT 2.900.000 5.800.000

lll. | Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

1 Saran Prasarana Pendukung SIPP 5 UNIT 13.000.000 65.000.000
(Laptop)

> Peralatan Komunikasi dan Sound 1 PKT 41.000.000 41.000.000
System Rapat

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk menunjang kelancaran dalam melaksankan tugas sehari-
hari Pengadilan Negeri Selong menggunakan sarana dan prasarana
fasilitas gedung yang ada. Secara umum keadaan sarana dan
prasarana fasilitas gedung dapat kami paparkan sebagai berikut :

-_____________________________4
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=

a. Tanah

Gedung Kantor

Rumah Dinas

2000 M?

Rumah Dinas

1500 M2

Rumah Dinas

1295 M2

Rumah Dinas

1000 M2

Rumah Dinas

1100 M2

Rumah Dinas

1189 M2

Zetting Plaats

2800 M?

OO N0 & w N

Zetting Plaats

3000 M?

Jumlah

18.884 M?

b. Rumah Dinas

1 Rumah Dinas

. JI. Prof. M. Yamin,
1 Rumah Dinas Ketua 1 1 - Selong

. . JI. Prof. M. Yamin,
2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 — 1 Selong

. . JI. Prof. M. Yamin,
3 Rumah Dinas Hakim 9 8 - Selong

. . JI. Prof. M. Yamin,
4 Rumah Dinas Panitera 1 — 1 Selong
5 Rumah Dinas Sekretaris 0 — - -
6 Rumah Penjaga Malam 1 1 - JI. Prof. Soepomo No.1
Jumlah 10

c. Kendaraan Dinas

OO|

I Jenis Kendaraan Roda 4

1 Toyota Kijang Innova E 2014 MA

2 Toyota Kijang Innova E 2011 MA

3 Toyota Kijang Innova E 2006 MA

4 Toyota Fortuner PEMDA
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1l Jenis Kendaraan Roda 2

1 Honda GL-Max 125 cc 1999 MA
2 Honda NF 125D 2005 MA
3 Honda NF 125 SD 2005 MA
4 Suzuki FL 125 RCD 2008 MA
5 Honda Win PEMDA
6 Suzuki FD 100 XCSD PEMDA

d.

Sarana/ Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong

I Ruangan Gedung PN Selong

1 Ruang Ketua 1
2. Ruang Wakil Ketua 1
3. Ruang Hakim 1
4, Ruang Panitera 1
5. Ruang Sekretaris 1
6. Ruang Sidang Umum 3
7. Ruang Sidang Anak 1
8. Ruang Kepaniteraan 3
9. Ruang Kesekretariatan 3
10. | Ruang Jaksa 1
11. | Ruang Pengacara 1
12. | Ruang Posyankum 1
13. | Ruang Arsip 1
14. | Ruang Rapat 1
15. | Ruang Panitera Pengganti 1
16. | Ruang Perpustakaan 1
17. | Ruang Pantri 1
18. | Ruang Tahanan 2
19. | Ruang Aula 1
20. | Lobby/ Ruang PTSP 1
21. | Ruang Tunggu Sidang 1
22. | Ruang Laktasi 1
0 Fasilitas Perkantoran PN Selong

23. | Transportable Generating Set 2
24. | Mesin Ketik Manual Standart (14-16 Inci) 1
25. | Lemari Besi/Metal 1
26. | Lemari Kayu 37
27. | Rak Besi 12
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28. | Rak Kayu 12
29. | Filling Cabinet Besi 15
30. | Brankas 4
31. | Tabung Pemadam Api 2
32. | Mesin Absensi 2
33. | LCD Projector/ Infocus 1
34. | Meja Kerja Kayu 141
35. | Kursi Besi/ Metal 159
36. | Kursi Kayu 74
37. | Sice 7
38. | Bangku Panjnag Kayu 26
39. | Meja Resepsionis 1
40. | Mesin Pemotong Rumput 2
41. | A.C. Split 27
42. | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 2
43. | Kipas Angin 10
44. | Televisi 3
45. | Amplifier 1
46. | Equalizer 1
47. | Loudspeaker 4
48. | Sound System 1
49. | Wireless 1
50. | Microphone 1
51. | Microphone table stand 7
52. | Mic Conference 1
53. | Microphone/Wireless MIC 2
54. | Uninterruptible Power Supply (UPS) 3
55. | Camera Digital 1
56. | LCD Monitor 1
57. | Telephone (PABX) 25
58. | Pesawat Telepon 1
59. | Handy Talky (HT) 2
60. | Facsimile 3
61. | P.C. Unit 34
62. | Laptop 16
63. | CPU (Peralatan Personal Komputer) 1
64. | Monitor 1
65. | Printer (Peralatan Personal Komputer) 18
66. | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 4
67. | External 9
68. | Router 1
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D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2018 satker Pengadilan Negeri Selong memiliki 2 DIPA

yaitu :

1. DIPA dengan kode satker 099890 yang digunakan untuk menampung
anggaran yang berasal dari Badan Urusan Administrasi yang
digunakan untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang, dan
belanja modal untuk keperluan kantor/ non teknis, dengan NOMOR
DIPA : SP DIPA- 005.01.2.099890/2017, tanggal 5 Desember 2017

Realisasi penyerapan anggaran satker Pengadilan Negeri Selong
DIPA 099890 pada akhir tahun 2018 secara keseluruhan bisa dilihat
pada rincian berikut :

1 | Belanja Pegawai | 5.480.234.000 | 5.480.228.301 5.699 99,99%
2 | Belanja Barang 935.348.000 912.939.231 22.408.769 97,60%
3 | Belanja Modal 805.143.000 785.954.300 19.188.700 97,62 %

JUMLAH 7.220.725.000 | 7.179.121.832 41.603.168 99,42%

2. DIPA dengan kode satker 099891 yang digunakan untuk menampung
anggaran yang berasal dari Dirjen Badan Peradilan Umum yang
digunakan untuk kegiatan belanja barang yang khusus berkaitan
dengan perkara/ teknis, dengan NOMOR : SP DIPA-
005.03.2.099891/2017, tanggal 5 Desember 2017

Realisasi penyerapan anggaran satker Pengadilan Negeri Selong
DIPA 099891 pada akhir tahun 2018 secara keseluruhan bisa dilihat
pada rincian berikut :

1 | Belanja Barang 178.800.000 168.652.250 10.147.750 | 94,32%

JUMLAH 178.800.000 168.652.250 10.147.750 | 94,32%
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E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Pengelolaan Teknologi Informasi

e Perangkat Keras

Komputer / PC

Laptop
Printer

Server
Router

Rak Server

Wireless Access Point

O gl |WOIN|PF

Scanner

e Perangkat Lunak

Dalam rangka melaksanakan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011
tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan. Pengadilan Negeri Selong telah mengadakan Pelayanan
Sistem Informasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
peradilan dan telah dibuat website Pengadilan Negeri Selong dengan

alamat www.pn-selong.go.id dengan alamat email

pnselonglomboktimur@yahoo.co.id. Selain itu, sudah diterapkan juga

aplikasi yang memberikan informasi atau data tentang perkara pada
Pengadilan Negeri Selong Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) dengan alamat http://sipp.pn-selong.go.id, dimana masyarakat

bisa mengakses secara bebas semua informasi perkara yang
dibutuhkan.

Selain melalui website, masyarakat juga bisa mengetahui informasi
perkara melalui SMS Gateway (Short Message Service Gateway).
Informasi yang bisa diberikan melalui SMS ini adalah mengenai status
perkara, jadwal sidang, sisa biaya perkara dan informasi mengenai

denda tilang.
4
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F.  REGULASI TAHUN 2018

Untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas
pada Pengadilan Negeri Selong, baik dibidang teknis dan dibagian
Kesekretariatan, Ketua Pengadilan Negeri Selong yang bertanggungjawab
secara managerial terhadap administrasi peradilan dan adminsitrasi umum

(Kesekretariatan), telah menetapkanbeberapa kebijakan antara lain :

Administrasi perkara telah membuat penetapan :

1. Penetapan panjar biaya berperkara tingkat pertama, banding, kasasi
dan peninjauan kembali.

Penetapan biaya pemeriksaan setempat (PS).

Penetapan panjar biaya eksekusi.

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong tentang Hakim Mediator.

o kM 0D

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tentang pembagian

tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong.

6. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tentang susunan
keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT) Pengadilan Negeri Selong.

7. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tentang apel pagi yang

dilaksanakan pada hari Senin dan apel sore yang dilaksanakan pada

hari Jum’at kepada karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri

Selong.
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BAB IV
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan
peradilan itu sendiri. Pengawasan Internal mencakup 2 (dua) jenis
pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Selain 2 (dua) jenis pengawasan internal tersebut diatas juga terdapat
pengawasan rutin / regular. Pengawasan Rutin / regular adalah
pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama, secara rutin
terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan tingkat
kewenangannya masing-masing yang dilakukan pada awal dan akhir
tahun anggaran.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar supaya tugas-tugas pokok yang harus
dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku

dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis
peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan
tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
dan peraturan yang Dberlaku dan mencegah terjadinya
penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan

peradilan serta nilai kinerja.

- Tujuan pengawasan tersebut dilaksanakan yaitu untuk dapat
mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan masukan dan
bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan
dan tindakan yang diperlukan menyangkut tentang pelaksanaan

tugas dan tingkah laku dan kinerja aparat pengadilan.



LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI SELONG TAHUN 2018

Pengawasan internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan
peradilan itu sendiri yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong
yang bertanggungjawab secara managerial terhadap administrasi
peradilan dan administrasi umum (kesekretariatan).

Pelaksanaan pengawasan internal oleh Ketua Pengadilan Negeri
Selong meliputi :

- Pelaksanaan tugas pokok dibidang Kepaniteraan yang meliputi
administrasi perkara, administrasi persidangan dan menejemen
peradilan.

- Pelaksanaan tugas pokok di Kesekretariatan (administrasi umum)
yaitu administrasi kepegawaian, umum dan keuangan, yang
dilakukan secara rutin.

- Pelaksanaan penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap
tingkah laku dan pelaksanaan tugas hakim, kepaniteraan dan

pegawai.

Ketua Pengadilan selaku koordinator dan yang bertanggungjawab
secara managerial terhadap administrasi teknis dan administrasi umum
dalam melakukan tugas pengawasan terhadap dua bidang tersebut
membentuk / menunjuk hakim pengawas bidang sebagai perpanjangan

Ketua Pengadilan dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Hakim pengawas bidang ini yang melaksanakan tugas pengawasan

secara langsung terhadap bidang masing-masing yang meliputi :

1. Administrasi perkara meliputi penerimaan perkara, pemberkasan
perkara, keuangan perkara,pelaporan dan pengisian register
induk perkara.

2. Administrasi persidangan meliputi, Mutasi perkara, penyelesaian
perkara dan eksekusi (pelaksanaan putusan).

3. Administrasi umum (Kesekretariatan) yang meliputi umum dan
keuangan; kepegawaian, organisasi dan tata laksana; dan

perencanaan, IT, dan pelaporan.
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Masing-masing hakim pengawas bidang secara rutin melaksanakan
tugas pengawasan terhadap masing-masing bidangnya yang dilakukan
setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan hasil pengawasannya
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua
Pengadilan Negeri selaku koordinator hakim pengawas bidang.

Disamping melalui pengawasan langsung oleh Ketua Pengadilan
Negeri Selong yang didelegasikan ke Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Selong dan Hakim Pengawas Bidang, juga dilakukan pengawasan
melekat dilingkungan Pengadilan Negeri Selong dan pengawasan yang
didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong.

Panitera melakukan pengawasan terhadap Panitera Muda Pidana,
Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, selanjutnya masing-
masing Panitera Muda mengawasi seluruh staf-stafnya, tentang
pelaksanaan registrasi perkara dan administrasi perkara.

Sekretaris melakukan pengawasan terhadap para Kasubbag yaitu
Umum dan Keuangan; Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
Perencanaan, IT, dan Pelaporan. Dan masing-masing Kasubbag
melakukan pengawasan terhadap masing-masing stafnya.

Kasubbag Umum dan Keuangan melakukan pengawasan terhadap
staf-stafnya  meliputi  pelaksanaan administrasi penyelenggaraan
anggaran, penyetoran pajak dan penerimaan dan penyetoran Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP, pelaporan pelaksanaan anggaran dan
pelaksanaan tupoksi, pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara
(BMN), pelaksanaan penataan inventaris barang, pengelolaan agenda
surat masuk dan Kkeluar, penataan perpustakaan, ketertiban dan
kebersihan lingkungan kantor, penataan dan pencatatan barang —barang
permintaan dan lain-lain yang berkaitan dengan administrasi sub-sub
umum.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, melakukan
pengawasan terhadap staf-stafnya, antara lain : penataan dan
pelaksanaan tugas-tugas, file-file kepegawaian, penyelenggaraan dan
rekapitulasi absen/daftar hadir Hakim dan Pegawai, pengelolaan surat

masuk dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian.
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Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, melakukan pengawasan
terhadap staf-stafnya antara lain pelaksanaan perencanaan anggaran dan
program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun selanjutnya,
perubahan/ revisi anggaran DIPA kantor, kelancaran jaringan internet
sebagai penunjang pekerjaan, updating aplikasi khususnya yang berkaitan
dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring
Implementasi SIPP (MIS), dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan
sub bagian perencanaan, IT, dan pelaporan.

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri itu
sendiri, pada tahun ini telah dilakukan pengawasan rutin/reguler oleh
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada Semester pertama dan

Semester Dua.
B. Evaluasi

Evaluasi adalah merupakan penilaian hasil akhir terhadap pekerjaan
atau program yang telah direncanakan sebelumnya oleh
pimpinan.Evaluasi terhadap program yang telah ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan dievaluasi oleh pimpinan setiap minggu pertama / awal bulan
dalam bentuk rapat bulanan.

Dalam rapat bulanan tersebut masing-masing bagian, baik teknis
dan non teknis (Kesekretariatan), melaporkan hasil kerja selama satu
bulan, dan hambatan-hambatannya dalam melaksanakan pekerjaan
masing-masing dan solusi yang diambil untuk melaksanakan tugas
kedepan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas terutama

dalam bidang teknis antara lain :

- Dalam penyampaian akta pemberitahuan putusan misalnya
hambatan didaerah selatan, yang keadaan geografisnya terpisah
oleh lautan sehingga harus menyeberang.

- Pengisian register belum sepenuhnya dapat terisi, hal ini disebabkan
oleh tenaga Sumber Daya Manusia yang sangat kurang.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas terutama

dalam bidang non teknis (Kesekretariatan) antara lain :
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- Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Selong masih sangat
kurang, sehingga ada beberapa pekerjaan yang dirangkap, terutama
Jurusita dirangkap sebagai staf, begitu juga ada beberapa Panlitera
Pengganti merangkap sebagai staf di Kepaniteraan Pidana dan
Perdata untuk membekap pengisian register perkara.

- Dengan terus berkembangnya pekerjaan berbasis teknologi
informasi, dan dituntut untuk dapat melaksanakan dengan baik, di
Pengadilan Negeri Selong masih kurang tenaga yang memiliki

keahlian IT terutama yang PNS.
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v e
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebagaimana tertuang dalam laporan tersebut diatas

dapat kami tarik kesimpulan :

Bahwa Pengadilan Negeri Selong, telah ditetapkan SOP (Standar
Operational Procedur), sebagai pedoman dalam menyelesaikan
pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai
dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau telah diprogramkan.

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung kantor telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan program yang telah
ditetapkan, terutama untuk perawatan gedung sehingga Masyarakat
pencari keadilan dan para karyawan/karyawati merasa nyaman
dalam bekerja, begitu juga terhadap pemeliharaan sarana dan
prasarana fasilitas gedung kantor, dilaksanakan secara maksimal

sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPA.

B. SARAN

1. Mohon Pengadilan Negeri Selong diberikan tambahan Hakim dan
Pegawai yang memiliki keahlian Teknologi Informasi.

2.  Mohon agar pelatihan-pelatiahan teknis yang berbasis kompetensi
terus dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme aparat
Pengadilan.

3.  Mohon agar diberikan aset BMN seperti Komputer serta peralatan
untuk menunjang kegiatan kinerja digedung Pengadilan Negeri
Selong.

4. Keadaan perkara baik perkara pidana dan perdata rata-rata sudah

diperiksa, diputus dan diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga

Masyarakat pencari keadilan merasa terlayani dengan baik.
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5. Bahwa Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Selong pada
saat ini masih kurang, sehingga banyak pejabat fungsional (Panitera
Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti) yang diperbantukan
pada bagian Kepaniteraan untuk membantu bagian Kepaniteraan
dalam menyelesaikan administrasi perkara.

6. Dukungan Teknologi Informasi sangat besar manfaatnya, karena

dapat mendorong pencapaian penyelesaian perkara
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